
BAB V 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisis yang sudah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan, yaitu : 

1. Pertama, Indonesia menganut sistem First to file dalam memberikan hak atas 

merek. Berdasarkan sistem First to file tersebut, pemilik merek, termasuk 

merek Bikers Brotherhood MC Indonesia, harus mendaftarkan mereknya di 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) untuk memperoleh hak 

eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat 

diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukan bukti-bukti bahwa ia 

adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. First-to-file 

system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan 

pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui 

sebagai pemilik merek yang sah. Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek 

tersebut terdaftar. 

Pengalihan hak atas merek terdaftar yang dilakukan oleh Tergugat-I 

merupakan tindakan tidak beritikad baik menurut Para Penggugat, namun 

pada kenyataannya Pihak Tergugat mengalihakan hak atas merek terdaftar itu 

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas 

merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian.  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016


Turut Tergugat dalam melaksanakan pengalihan hak tas merek sepanjang atas 

permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang 

disyaratkan sebagaimana kententuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tanteng Pendaftaran Merek, 

sedangkan atas isi perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak, termasuk 

didalamnya mengenai perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, bukan 

menjadi wewenang turut tergugat untuk mengadili, karena hal tersebut masuk 

kedalam ranah hukum privat. 

2. Kedua, mengenai pertimbangan hukum penolakan gugatan hak atas merek, 

Majelis Halim perpendapat bahwa mengenai Akta Perkumpulan Bikers 

Brotherhood MC Indonesia pada saat ini sedang digugat dipengadilan lain 

yaitu di Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dengan register Nomor 

432/Pdt.G/2018/PN.Bdg dimana penggugat kedudukannya sebagai pihak 

tergugat, sehingga untuk gugatan pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut 

dinyatakan ditolak (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO), sehingga Akta 

tersebut belum dinyatakan sah atau berkekuatan hukum karena belum ada 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena sampai 

dengan diajukannya jawaban ini masih dalam proses pemeriksaan 

persidangan di, sehingga membawa konsekuensi yuridis terhadap legal 

Standing Para Penggugat dalam perkara ini belum dapat dinyatakan sah 

secara hukum. 
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